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ABSTRACT

This research seeks to examine the application of governance practices and their influence
on the financial performance of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Badung Regency.
A quantitative approach was employed, utilizing multiple linear regression analysis. The
study population comprised all 120 BUMDes employees in Badung Regency. Using
purposive sampling, the research obtained 120 respondents, which included chairpersons,
treasurers, and unit heads. The findings reveal that the principles of cooperation,
participation, emancipation, transparency, accountability, and sustainability significantly
and positively affect financial performance. The adoption of sound governance practices
has been demonstrated to enhance the financial outcomes of BUMDes. These results offer
practical implications, emphasizing the need for BUMDes managers to prioritize
governance principles to strengthen overall organizational performance.
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PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa dampak yang
signifikan terhadap arah pembangunan desa. Presiden Republik Indonesia pada tahun 2014
menegaskan bahwa keberadaan undang-undang ini menempatkan desa bukan lagi sebagai
objek pembangunan, melainkan sebagai subjek yang berperan aktif dalam mengelola
pembangunan. Regulasi ini memberikan hak kedaulatan serta kewenangan kepada desa
untuk mengatur dan mengurus kepentingannya secara mandiri (Muksin et al., 2021:205).
Salah satu bentuk pembangunan yang menjadi tanggung jawab pemerintah desa adalah
penguatan ekonomi desa melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
BUMDes merupakan lembaga ekonomi desa yang dikelola secara bersama oleh masyarakat
dan pemerintah desa dengan tujuan memperkuat perekonomian berbasis potensi serta
kebutuhan lokal (Sisti, 2020). Lembaga ini berfungsi ganda, baik sebagai institusi sosial
yang memberikan layanan bagi warga desa maupun sebagai entitas bisnis yang mencari
keuntungan dengan memanfaatkan sumber daya lokal.

Pendirian BUMDes diatur dalam Pasal 87 ayat (1) UU Desa, Pasal 132 ayat (1)
Peraturan Pemerintah tentang Desa, serta Pasal 4 Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015

mengenai Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes. Frasa “dapat
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mendirikan BUMDes” dalam ketentuan tersebut merefleksikan pengakuan sekaligus
penghormatan terhadap inisiatif desa dalam mengembangkan usaha ekonomi (Putra, 2015).
Kendati demikian, lebih dari separun BUMDes di Indonesia mengalami stagnasi. Hal ini
dipicu oleh keterbatasan kapasitas pengelola dan lemahnya pembinaan dari pemerintah desa,
sehingga banyak unit BUMDes yang tidak berjalan sesuai harapan bahkan mengalami
kebangkrutan (Kumparan.com, 2018). Tantangan utama dalam pengelolaan BUMDes
berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) serta berbagai kendala teknis
lainnya (blog.bumdes.id, 2019).

Khusus di Provinsi Bali, terutama Kabupaten Badung, pengelolaan BUMDes dinilai
belum optimal. Kepala Inspektorat Badung, Luh Suryaniti, menyebutkan bahwa BUMDes di
wilayah ini belum mampu berperan strategis sebagai penggerak ekonomi desa maupun
peningkat pendapatan asli desa (Bali Tribune, 25 November 2024). Oleh karena itu,
optimalisasi peran BUMDes, termasuk melalui penguatan dukungan pemerintah desa dan
pemanfaatan potensi lokal, menjadi langkah penting untuk mendukung kemandirian desa.

Data menunjukkan jumlah BUMDes di Kabupaten Badung meningkat dari 25 unit
pada tahun 2020 menjadi 46 unit pada tahun 2023, namun menurun kembali menjadi 40 unit
pada tahun 2024 (Satu Data Provinsi Bali, 2024). Penurunan ini terjadi karena tidak semua
BUMDes mampu menunjukkan kinerja optimal (Mendes PDTT, 2023). Dalam konteks
pembiayaan, BUMDes memperoleh dukungan dari alokasi dana desa, yaitu dana yang
disediakan pemerintah kabupaten/kota sebagai bagian dari dana perimbangan pusat dan
daerah (Pranoto, 2020). Ketersediaan dana tersebut diharapkan dapat membantu desa
mengembangkan potensi lokal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Julianto &
Dewi, 2019).

Meskipun pada tahun 2024 BUMDes Kabupaten Badung berhasil meraih
penghargaan juara Il dalam evaluasi BUMDes terbaik berkat transparansi administrasi dan
pelaporan keuangan, pada tahun yang sama muncul kasus korupsi di salah satu BUMDes
yang melibatkan bendahara Desa Abiansemal (Balipost.com). Fenomena ini mencerminkan
adanya persoalan serius terkait kinerja BUMDes di Badung, antara lain keterlambatan
pelaporan hasil penjualan, kurangnya pelatihan penyusunan laporan keuangan, kebutuhan
peningkatan kapasitas kewirausahaan pengurus, serta lemahnya legitimasi organisasi akibat
belum diterbitkannya SK pengurus (Badungkab.go.id).

Idealnya, tata kelola BUMDes dijalankan berdasarkan enam prinsip utama, yakni
kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Kurangnya
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pemahaman masyarakat mengenai tata kelola, khususnya dalam aspek keuangan,
menimbulkan kekhawatiran terhadap efektivitas pemanfaatan dana desa. Kondisi ini
menuntut adanya solusi agar risiko yang merugikan BUMDes dapat diminimalkan
(Purwanto, 2016).

Secara teoritis, penerapan prinsip good corporate governance diyakini mampu
meningkatkan nilai lembaga dengan memperbaiki kinerja keuangan. Menilai performa
BUMDes tidak cukup hanya berdasarkan laporan keuangan periodik, melainkan juga perlu
memperhatikan aspek kemampuan menghasilkan laba, mengelola penjualan, dan
menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Penelitian ini berlandaskan pada beberapa kajian terdahulu, seperti Siti (2020)
mengenai tata kelola BUMDes di Indonesia, Putu Ferdiana (2020) tentang pelaksanaan
BUMDes di Desa Gulingan Kabupaten Badung, serta Yesi (2021) yang menelaah prinsip
pengelolaan BUMDes dalam meningkatkan pendapatan asli desa. Penelitian ini bersifat
eksploratori dengan pendekatan kuantitatif. Perbedaannya dengan studi sebelumnya adalah
penambahan variabel terikat berupa kinerja keuangan, selain enam variabel pengelolaan
yang telah ada. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan
antara variabel tata kelola BUMDes dengan kinerja keuangan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengambil judul: “Pengaruh Prinsip
Tata Kelola Terhadap Kinerja Keuangan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di
Kabupaten Badung”

KAJIAN PUSTAKA
Agency Theory

Teori agensi pertama kali diperkenalkan oleh Michael C. Jensen dan William H.
Meckling pada tahun 1976 melalui publikasi mereka di Journal of Financial Economics
dengan judul “Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs and Ownership
Structure”. Teori ini menjelaskan adanya potensi konflik kepentingan antara manajer
sebagai pengelola perusahaan dan pemegang saham sebagai pemilik modal. Konflik
muncul karena manajer, yang diberi kewenangan penuh untuk mengambil keputusan,
mungkin mengejar kepentingan pribadi yang tidak selalu sejalan dengan tujuan
meningkatkan kesejahteraan pemegang saham (Brigham & Houston, 2011).

Hubungan agensi terbentuk ketika pihak prinsipal (pemilik) menunjuk agen
(manajer atau organisasi) untuk menjalankan tugas tertentu serta mendelegasikan

kewenangan dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks perusahaan, relasi agensi yang
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utama biasanya terjadi antara pemegang saham dengan manajer, serta antara manajer
dengan kreditur (Brigham & Houston, 2011).
Kinerja Keuangan BUMDes

Kinerja perusahaan dipandang sebagai upaya sistematis untuk menilai tingkat
efisiensi dan efektivitas aktivitas organisasi dalam periode tertentu. Rudianto (2013)
mendefinisikan kinerja keuangan sebagai prestasi yang dicapai manajemen dalam
mengelola aset perusahaan secara efektif. Evaluasi ini penting karena memberikan
gambaran mengenai keberhasilan pengelolaan aset serta menjadi dasar bagi manajemen
untuk melakukan perbaikan apabila kinerja tidak sehat.

Konsep kinerja tidak hanya dipahami sebagai hasil akhir, tetapi juga mencakup
proses dalam menyelesaikan pekerjaan. Wibowo (2009) menyatakan bahwa kinerja adalah
tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana pekerjaan itu dilaksanakan. Hal ini sejalan
dengan pandangan Sofyan (2013) dan Mangkunegara (dalam Pasolong, 2008), yang
menekankan bahwa kinerja merupakan pencapaian kualitas dan kuantitas kerja sesuai
dengan tanggung jawab yang diemban, secara legal, bermoral, dan etis.

Moeheriono (2012) menambahkan bahwa Kkinerja mencerminkan tingkat
keberhasilan pelaksanaan program dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi.
Sementara itu, Fahmi (2013) menekankan bahwa kinerja dapat diterapkan baik pada
organisasi profit maupun non-profit, sehingga hasilnya menggambarkan pencapaian dalam
suatu periode tertentu.Beberapa indikator Kinerja organisasi mencakup produktivitas,
kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas (Dwiyanto, 2006). Selain
itu, Bastian (2006) serta LAN-RI (2003) menguraikan ukuran kuantitatif dan kualitatif
seperti masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit), dan dampak
(impact) sebagai tolok ukur yang digunakan untuk menilai pencapaian sasaran organisasi.

Faktor yang memengaruhi kinerja, menurut Armstrong dan Baron (dalam Wibowo,
2011), meliputi faktor individu, kepemimpinan, dan tim. Sementara Boyzantis (2008)
mengembangkan Theory of Action and Job Performance yang mengelompokkan
determinan kinerja ke dalam tiga aspek: individu (visi, nilai, kompetensi), lingkungan
organisasi (budaya, struktur, posisi strategis), serta tuntutan pekerjaan (tugas dan fungsi
anggota organisasi).

Tata Kelola Keuangan

Tata kelola keuangan dapat diartikan sebagai serangkaian proses manajerial yang

mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya
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keuangan agar penggunaannya terarah, efektif, serta sesuai tujuan organisasi (Khadijah &
Purba, 2021; Andre, 2023). Dalam perspektif good governance, tata kelola keuangan yang
baik tidak hanya berfungsi mengoptimalkan pencapaian tujuan organisasi, tetapi juga
memastikan akuntabilitas dalam penyajian laporan serta transparansi dalam pengelolaan
(Sagala & Siregar, 2023; Sumitariani & Adiputra, 2020).

Khusus pada BUMDes, tata kelola keuangan mencakup seluruh siklus pengelolaan
dana, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan. Prinsip
utama yang digunakan adalah transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi, dengan tujuan
memastikan dana digunakan optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Tata kelola yang baik juga menjadi instrumen penting untuk mencegah penyalahgunaan
dana serta meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pemerintah terhadap BUMDes.
Prinsip-Prinsip Tata Kelola Keuangan
Agar pengelolaan BUMDes berjalan maksimal, diperlukan prinsip dasar yang menjadi
acuan bersama antara pengurus, pemerintah desa, masyarakat, dan pemangku kepentingan
lainnya. Sofiyan (2015) dan Purnomo (2016) menegaskan bahwa prinsip tersebut meliputi
kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan
(sustainability).

1. Kooperatif, Menekankan kerja sama antaranggota, pemerintah desa, serta pihak
terkait untuk mencapai kesejahteraan Bersama.

2. Partisipatif, Melibatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan, pengambilan
keputusan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan.

3. Emansipatif, Semua pihak diperlakukan setara tanpa membedakan suku, agama,
atau golongan, serta didorong untuk mandiri dalam pengambilan Keputusan.

4. Transparan, Informasi terkait keuangan, kegiatan, maupun keputusan harus terbuka
agar meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan public.

5. Akuntabel, Setiap kegiatan BUMDes dapat dipertanggungjawabkan baik secara
teknis maupun administratif, sesuai prinsip profesionalitas dan keberlanjutan usaha
(Wiratna, 2019).

Prinsip-prinsip tersebut memastikan BUMDes dapat beroperasi dengan integritas, menjaga
kepercayaan publik, dan meningkatkan efektivitas dalam mendorong pembangunan
ekonomi desa.

Prinsip kooperatif yang berlandaskan kebersamaan, keadilan, dan kesetaraan diyakini
mampu meningkatkan kinerja keuangan BUMDes melalui keterlibatan anggota,
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pengelolaan keuangan yang lebih efektif, serta peningkatan kualitas layanan. Sejalan
dengan teori agensi, penerapan prinsip ini dapat meminimalisasi konflik kepentingan dan
memperkuat partisipasi masyarakat dalam mengembangkan usaha desa. Temuan Sisti
Nurjanah (2020) juga mendukung bahwa prinsip kooperatif berpengaruh positif terhadap
kinerja keuangan BUMDes.
H1 : Prinsip kooperatif berpengaruh positif Terhadap Kinerja Keuangan BUMDes Di
Kabupaten Badung

Prinsip partisipatif memungkinkan seluruh anggota masyarakat terlibat dalam
pengambilan keputusan maupun pengelolaan organisasi, sehingga partisipasi aktif tersebut
mendorong peningkatan kinerja keuangan melalui komunikasi yang baik dan kontribusi
sukarela. Menurut Wiratna (2019), partisipasi masyarakat dalam BUMDes menjadi elemen
penting yang harus difasilitasi pemerintah, dan hal ini terbukti dari penelitian Sisti
Nurjanah (2020) yang menunjukkan pengaruh positif prinsip partisipatif terhadap kinerja
keuangan BUMDes.
H2 : Prinsip Partisipatif Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Keuangan BUMDes Di
Kabupaten Badung

Prinsip emansipatif memberikan kesempatan bagi anggota untuk mandiri dan bebas
dalam mengambil keputusan serta mengelola organisasi, sehingga mampu meningkatkan
kualitas layanan, pemberdayaan anggota, dan pengembangan kemampuan individu. Dalam
perspektif teori agensi, penerapan prinsip ini dapat mengurangi dominasi kepentingan
manajemen dan lebih mengutamakan kepentingan bersama. Dengan demikian, emansipasi
dalam pengelolaan BUMDes diyakini berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan di
Kabupaten Badung.
H3 : Pengaruh Emansipatif Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Keuangan BUMDes Di
Kabupaten Badung
Prinsip transparansi menekankan keterbukaan informasi terkait kegiatan, keuangan, dan
pengambilan keputusan, yang berdampak pada peningkatan kepercayaan, akuntabilitas,
serta kualitas layanan. Transparansi juga membantu mengurangi potensi konflik
kepentingan sebagaimana dijelaskan dalam teori agensi. Penelitian Sisti Nurjanah (2020)
menguatkan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan BUMDes.
H4 : Pengaruh Transparan Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Keuangan BUMDes Di
Kabupaten Badung
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Akuntabilitas menuntut organisasi untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan
tindakannya melalui sistem pengawasan yang efektif, transparan, dan terstruktur.
Penerapan akuntabilitas tidak hanya meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan
pengendalian internal, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat. Hal ini selaras
dengan teori agensi yang menekankan pentingnya mekanisme pengendalian agar
kepentingan manajer tidak merugikan organisasi. Penelitian Sisti Nurjanah (2020)
menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap Kkinerja keuangan
BUMDes.
H5 : Pengaruh Akuntabel Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Keuangan BUMDes Di
Kabupaten Badung
Prinsip sustainabilitas berorientasi pada pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan,
menjaga keseimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam jangka panjang. Dengan
penerapan prinsip ini, BUMDes tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat, tetapi
juga memperkuat daya saing usaha melalui pengelolaan potensi lokal secara bertanggung
jawab. Berdasarkan teori agensi, penerapan prinsip sustainabilitas dapat membantu
memaksimalkan nilai organisasi bagi seluruh pemangku kepentingan, sehingga
berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan BUMDes.
H6 : Pengaruh Sustainabel Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Keuangan BUMDes Di
Kabupaten Badung
METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain kuantitatif dengan pendekatan asosiatif dan
eksplanatori melalui metode survei pada 40 BUMDes di Kabupaten Badung, dengan
tujuan menjelaskan hubungan sebab-akibat antara variabel penelitian dan menguji
hipotesis yang telah dirumuskan. Variabel independen meliputi prinsip kooperatif (X1),
partisipatif (X2), emansipatif (X3), transparan (X4), akuntabel (X5), dan sustainabel
(X6), sedangkan variabel dependen adalah kinerja keuangan BUMDes (). Setiap
variabel dioperasionalkan melalui indikator terukur, misalnya keterlibatan anggota, kerja
sama, transparansi, pembagian keuntungan untuk kooperatif; partisipasi dalam keputusan,
pengakuan hak dan kewajiban, komunikasi terbuka, serta pemberdayaan anggota untuk
partisipatif; kemandirian dan kebebasan dalam pengambilan keputusan untuk
emansipatif; keterbukaan informasi dan penerbitan laporan keuangan untuk transparansi;
sistem pengawasan dan pertanggungjawaban keputusan untuk akuntabilitas; serta
pengelolaan  sumber daya berkelanjutan, pengurangan dampak lingkungan,
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pengembangan  sosial-ekonomi, penggunaan teknologi ramah lingkungan, dan
manajemen risiko untuk sustainabilitas. Sementara itu, kinerja keuangan BUMDes diukur
berdasarkan indikator input, output, outcome, benefit, dan impact sebagaimana
dikemukakan LAN-RI (2003). Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

Kooperatif (X1)

Partisipatif (X2)

Emansipatif (33)

Kinerja Kevangan (Y)

Transparan (X4)

Akuntabel (X5)

Sustainabel (X6)

Gambar 1. Kerangka Pemikiran
Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder, di mana data primer diperoleh

langsung melalui kuesioner kepada karyawan BUMDes di Kabupaten Badung, sedangkan data
sekunder diperoleh dari dokumen, laporan, buku, serta jurnal terkait. Populasi penelitian adalah
seluruh anggota BUMDes sebanyak 120 orang dari 40 BUMDes, dengan sampel ditentukan
menggunakan teknik purposive sampling yang melibatkan ketua/direktur, bendahara, dan
kepala unit dari setiap BUMDes sehingga total responden berjumlah 120 orang. Teknik
pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner dan studi dokumentasi, sedangkan instrumen
diuji melalui uji validitas dan reliabilitas dengan Cronbach Alpha. Analisis data dilakukan
dengan uji asumsi klasik (normalitas, heteroskedastisitas, multikolinearitas), analisis regresi
linear berganda dengan persamaan Y = o + B1X1 + 2X2 + B3X3 + p4X4 + B5XS5 + B6X6 + e,
analisis koefisien determinasi (R?), serta uji hipotesis menggunakan uji t untuk pengaruh parsial
dan uji F untuk pengaruh simultan antar variabel independen terhadap kinerja keuangan
BUMDes.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sejarah BUMDes

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan usaha yang dibentuk dan

dimiliki oleh desa, dengan kepemilikan, permodalan, pelaksanaan, serta keuntungan yang
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sepenuhnya berada di bawah kewenangan pemerintah desa. Sesuai Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014, BUMDes hadir untuk mengelola potensi desa melalui pelayanan,
pengelolaan aset, serta usaha-usaha produktif yang ditujukan bagi peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Keberadaan BUMDes diharapkan mampu memperkuat
perekonomian perdesaan dengan memaksimalkan potensi yang ada. Di Kabupaten
Badung, BUMDes diatur melalui Perda No. 1 Tahun 2015 sebagai wadah untuk
menampung kegiatan perekonomian dan pelayanan publik berbasis budaya lokal maupun
program pemerintah yang dikelola oleh masyarakat.
Susunan Organisasi

Struktur organisasi BUMDes secara umum terdiri dari Musyawarah Desa sebagai
forum tertinggi, Penasihat yang dijabat oleh Kepala Desa, Pengawas, serta Pelaksana
Operasional yang mencakup Direktur, Sekretaris, Bendahara, dan Kepala Unit Usaha.
Struktur ini berfungsi sebagai pedoman dalam pengelolaan dan pengembangan BUMDes
agar sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan keputusan desa
setempat. Dengan pembagian peran yang jelas, BUMDes dapat berjalan lebih transparan,
akuntabel, serta efektif dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi desa.
Hasil Pengujian Instrumen Penelitian

Berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas, seluruh variabel penelitian dinyatakan
layak digunakan. Koefisien validitas setiap indikator berada di atas 0,30, sedangkan nilai
Cronbach Alpha seluruh variabel lebih besar dari 0,60. Hal ini menunjukkan bahwa
instrumen penelitian yang mencakup variabel kooperatif, partisipatif, emansipatif,
transparansi, akuntabel, sustainabel, serta kinerja keuangan BUMDes memiliki
konsistensi internal yang baik, sehingga dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut
dalam penelitian ini.

Tabel 1. Hasil Uji Asumsi Klasik
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Variabel Normalitas Multikolinieritas Heteroskedastisitas
(Asympt Tolerence VIF (Uji Glejser)
2-tailed)

Kooperatif 0,482 2,075 0,232
(X1)
Partisipatif 0,778 1,286 0,98
(X2)
Emansipatif 0,462 2,164 0,93
(X3)
Transparasi 0,85 0,670 1,492 0,278
(X4)
Akuntabel 0,697 1,435 0,72
(X5)
Sustainabel 0,625 1,600 0,412
(X6)

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 1., hasil uji asumsi klasik menunjukkan bahwa data penelitian
terdistribusi normal dengan nilai asymp.sig (2-tailed) sebesar 0,85 > 0,05. Seluruh
variabel independen juga terbebas dari multikolinearitas karena nilai tolerance masing-
masing variabel lebih dari 0,1 dan nilai VIF tidak melebihi 10. Selain itu, hasil uji Glejser
menunjukkan nilai signifikansi seluruh variabel di atas 0,05, sehingga dapat disimpulkan
model regresi dalam penelitian ini memenuhi syarat asumsi klasik, yakni normalitas,
tidak terjadi multikolinearitas, dan tidak terdapat heteroskedastisitas. Hasil analisis juga
menunjukkan menunjukkan bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 25,1%, artinya
variabel kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable
berpengaruh terhadap kinerja keuangan BUMDes sebesar 25,1%, sedangkan 74,9%
sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini. Hasil pengujian menunjukkan
nilai uji F sebesar 17,304 dengan signifikansi 0,000 < 0,05, yang berarti model penelitian
ini dinyatakan layak untuk digunakan dalam menguji pengaruh variabel kooperatif,
partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable terhadap Kkinerja
keuangan BUMDes.

Tabel 2. Hasil Pengujian Hipotesis
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Unstandardized | Standardized
Coefficients Coefficients | t | Sig.
Model B | Std. Error Beta
1 (Constant) 21.450 3.238 6.625| .000
Kooperatif .356 164 277 2.168| .002
Partisipatif 213 116 1851 1.832| .007
Emansipatif 136 153 116 .890| .000
Transparansi .060 142 .046| .425| .002
Akuntabel 169 145 1241 1.168| .005
Sustainabel 193 125 1741 1.546| .001

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 4.12 dapat dibuatkan persamaan sebagai berikut:

Y = 21,450+0,356X1+0,213X2+0,136X3+0,060X4+0,169X5+0,193X6+e
Pengaruh Kooperatif terhadap Kinerja Keuangan BUMDes di Kabupaten Badung
Hasil analisis menunjukkan bahwa prinsip kooperatif berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kinerja keuangan BUMDes, sehingga hipotesis pertama dapat diterima. Temuan
ini konsisten dengan penelitian Sisti Nurjanah (2020) yang menegaskan adanya pengaruh
kooperatif terhadap kinerja keuangan BUMDes. Berdasarkan teori keagenan, pimpinan
organisasi memiliki tujuan untuk memaksimalkan kinerja. Dalam konteks BUMDes,
penerapan prinsip kooperatif yang mengedepankan kebersamaan dan keadilan mampu
meningkatkan kesejahteraan anggota serta masyarakat melalui keterlibatan aktif,
pengelolaan keuangan yang lebih efisien, dan pengembangan usaha yang berkelanjutan.
Pengaruh Partisipatif terhadap Kinerja Keuangan BUMDes di Kabupaten Badung
Analisis data menunjukkan bahwa partisipatif berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kinerja keuangan BUMDes, sehingga hipotesis kedua diterima. Hasil ini mendukung
penelitian Sisti Nurjanah (2020). Menurut teori keagenan, perbedaan kepentingan antara
prinsipal dan agen dapat menimbulkan konflik. Prinsip partisipatif menekankan pentingnya
peran serta masyarakat, baik secara sukarela maupun melalui dorongan pemerintah, untuk
mendukung kemajuan BUMDes. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan usaha desa
menjadi faktor penting dalam menjaga kesinambungan usaha dan meningkatkan kinerja
keuangan.

Pengaruh Emansipatif terhadap Kinerja Keuangan BUMDes di Kabupaten Badung

Prinsip emansipatif terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan
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BUMDes, sehingga hipotesis ketiga dapat diterima. Temuan ini sejalan dengan penelitian
Siti (2020), Ferdian (2020), dan Yesi (2020). Dalam perspektif teori keagenan, perbedaan
kepentingan antara prinsipal dan agen seringkali menimbulkan masalah. Prinsip
emansipatif yang memberikan kemandirian dan kebebasan bagi anggota dalam
pengambilan keputusan terbukti mampu mendorong pemberdayaan, meningkatkan kualitas
layanan, serta mengoptimalkan pengelolaan usaha. Dengan demikian, penerapan prinsip ini
di BUMDes Kabupaten Badung dapat meningkatkan kinerja keuangan sekaligus
kesejahteraan anggota.
Pengaruh Transparansi terhadap Kinerja Keuangan BUMDes di Kabupaten Badung
Berdasarkan hasil penelitian, transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kinerja keuangan BUMDes, sehingga hipotesis keempat diterima. Hal ini mendukung
penelitian Siti (2020), Ferdian (2020), Nurjanah, dan Yesi (2020). Prinsip transparansi
mendorong keterbukaan informasi mengenai keuangan, kegiatan usaha, dan pengambilan
keputusan sehingga meningkatkan akuntabilitas serta kepercayaan masyarakat.
Keterbukaan dalam pengelolaan dana dan laporan kinerja juga memungkinkan BUMDes
untuk meningkatkan layanan serta memperkuat posisi keuangannya.
Pengaruh Akuntabel terhadap Kinerja Keuangan BUMDes di Kabupaten Badung
Hasil penelitian menunjukkan prinsip akuntabel memiliki pengaruh positif dan signifikan
terhadap kinerja keuangan BUMDes, sehingga hipotesis kelima diterima. Temuan ini
mendukung penelitian Siti (2020), Ferdian (2020), Nurjanah, dan Yesi (2020). Prinsip
akuntabilitas mendorong organisasi untuk bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan
yang diambil dengan didukung sistem pengawasan yang transparan. Dengan penerapan
akuntabilitas, BUMDes dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, memperbaiki
kualitas layanan, dan menjaga pengelolaan keuangan agar lebih efektif.
Pengaruh Sustainabel terhadap Kinerja Keuangan BUMDes di Kabupaten Badung
Analisis menunjukkan bahwa prinsip sustainabel juga berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kinerja keuangan BUMDes, sehingga hipotesis keenam diterima. Hasil ini sejalan
dengan penelitian Siti (2020), Ferdian (2020), Nurjanah, dan Yesi (2020). Penerapan
prinsip keberlanjutan mendorong BUMDes untuk mengelola sumber daya alam secara
bijak, menjaga kelestarian lingkungan, serta mendukung pengembangan ekonomi lokal.
Selain itu, praktik keberlanjutan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memperkuat
kinerja keuangan BUMDes dalam jangka panjang.

SIMPULAN DAN SARAN
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Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, penelitian ini menyimpulkan bahwa
seluruh prinsip tata kelola yang terdiri dari kooperatif, partisipatif, emansipatif,
transparansi, akuntabel, dan sustainable berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kinerja keuangan BUMDes di Kabupaten Badung. Artinya, semakin optimal penerapan
setiap prinsip tersebut, maka kinerja keuangan BUMDes juga akan semakin baik. Hal ini
menunjukkan pentingnya penerapan prinsip tata kelola yang menyeluruh dalam
meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan pengelolaan BUMDes.

Bagi pengurus BUMDes di Kabupaten Badung, penerapan prinsip-prinsip tata
kelola keuangan perlu ditingkatkan secara konsisten agar BUMDes mampu berkembang
lebih optimal dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian desa. Sementara itu,
bagi peneliti berikutnya, disarankan untuk meneliti variabel lain di luar penelitian ini
yang berpotensi memengaruhi Kinerja keuangan BUMDes, sekaligus memperluas
cakupan wilayah penelitian agar hasilnya lebih komprehensif
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